Jurnal limiah Akuntansi Manajemen Volume 1 Nomerovember 2018
ISSN (print): 2598 - 0696

ANALISA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( PNBP)
MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014 PADA
BALAI TAMAN NASIONAL WAKATOBI

Hastuti
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

Email :tutie977@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimamsedur dan pelaporan Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang ditinjau dari sisi kealaurgiencatatan, kepatuhan pengelolaan, serta
tingkat keefektifan kebijakan PNBP di Balai Tamaashnal Wakatobi. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis dengan menggunakan Metodesahdeskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan PetariNomor 12 Tahun 2014 serta
peraturan pelaksanaan lainnya yang berperan melpn@leraturan Pemerintah tersebut menjadi
dasar hukum bagi penetapan tarif agar sesuai defagentelah ditetapkan, kepatuhan pengelolaan
dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Né&gmra, yang kemudian jumlah
penerimaannya menggambarkan keefektifan kebijalaredmaan Negara Bukan Pajak ke Kas
Negara melalui perbandingan antara Realisasi Reaan dan Target Penerimaan.

Kata Kunci : Penerimaan Negara Bukan Pajak, Taman Nasional

ABSTRACT

This study aims to find out how the procedures espbrting of Non-Tax State Revenues are
reviewed in terms of recording accuracy, managensentpliance, and the effectiveness of PNBP
policies in the Wakatobi National Park Center. Datatained are then analyzed using qualitative
descriptive analysis methods™ The results of thaysindicate that Government Regulation No. 12
of 2014 and other implementing regulations thatypka role in completing the Government
Regulation are the legal basis for setting tariiscording to the stipulated requirements,
compliance with management and depositing of NonState Revenues to State Treasury, which
then describes the effectiveness of the Non-Ta& Bevenue policy to the State Treasury through
a comparison between the Revenue and Revenue Raglkation.

Keywords: Non-Tax State Revenues, National Parks

1. PENDAHULUAN
Keuangan Negara yang baik akan menggambarkan keadaa pemerintahan
yang baik pula. Oleh karena itu pemerintah dihaaapkgar mampu mengoptimalkan
seluruh penerimaan negara [1]. Pemungutan yangullden suatu negara disamping

sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga memppeyanan fungsi alokasi,
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fungsi distribusi dan stabilisasi. Sebagaimana yhketahui bahwa penerimaan negara
yang terbesar berasal dari pajak, namun selairripgan pajak ada pula penerimaan
yang bukan berasal dari pajak, penerimaan tersifetut dengan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) [2]. Saat ini pemerintah sedamgipaya untuk meningkatkan
penerimaan negara yang bersumber dari PNBP untukyetenggarakan kegiatan
pemerintah dan pembangunan nasional.Semua Kenzntelan Lembaga Non
Kementerian di Indonesia memiliki berbagai jenisiétenaan Negara Bukan Pajak
PNBP. Berdasarkan data, PNBP pada APBN 2016 seli®d4a8 triliun sedangkan
pada RAPBN 2017 sebesar 175,6 triliun yang bebaftiiva PNBP di tahun 2017 akan
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Akilmtugunan tersebut, target
penerimaan negara bukan pajak yang telah ditetapkerapkan bisa tercapai atau
bahkan melebihi target.

Dalam rangka mengoptimalkan PNBP untuk menunjanghnbp@gunan
nasional, maka pemerintah menetapkan suatu Undaofag yang mengatur tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Undang-undapgbtk Indonesia Nomor 20
Tahun 1997 [3] . Undang-undang ini berisi tentaegd?imaan Negara Bukan Pajak
sedangkan tentang jenis dan penyetoran Penerimagard Bukan Pajak (PNBP)
diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indends¢omor 22 Tahun 1997
menimbang bahwa perlunya suatu peraturan atas fjoeagePenerimaan Negara
Bukan Pajak ke kas negara agar sesuai dengan tUjodang-undang Nomor 20
tahun 1997 [4]. Sejalan dengan meningkatnya pembegnasional di segala bidang
terdapat banyak bentuk penerimaan Negara diluagrjpeaan perpajakan. Sebagai
pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Jg¢as Penerimaan Negara
Bukan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1i®8#ang Penerimaan
Negara Bukan Pajak, pemerintah menetapkan Pera@enaerintah tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ymmpku pada Kementerian
Kehutanan dengan menetapkan Peraturan Pemerintalblkelndonesia Nomor 12
Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis et Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Kementerian Kehutanan [5].

Balai Taman Nasional Wakatobi merupakan salah WatiPelaksana Teknis
(UPT) Kementerian Kehutanan dibawah Direktorat éesidPerlindungan Hutan dan
Konservasi Alam (PHKA) yang memiliki tugas pokokndangsi mengelola kawasan

konservasi, dimana salah satu tugasnya adalah okelakpengelolaan peneriman
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negara bukan pajak dari sektor kehutanan. Sumbesripgaan negara bukan pajak
pada Balai Taman Nasional Wakatobi sampai dengah isa masih berasal dari
pungutan karcis masuk kawasan Taman Nasional Waikato

Tahun 2016 target Penerimaan Negara Bukan Pajaki Baman Nasional
Wakatobi adalah sebesar Rp111.620.000 dengan oapeealisasi sebesar
Rp80.765.000. atau 72,35% . Untuk tahun 2017deganurunan PNBP dari target
sebesar Rp112.750.000. (seratus dua belas juta tafus lima puluh ribu rupiah)
hanya mencapai realisasi sebesar Rp.68.227.500818L% atau terjadi penurunan
PNBP sebesar 11,84% pada tahun 2Qi&poran Keuangan Balai Taman Nasional
Wakatobi tahun 2016-2017)

Penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak di BalanaiaNasional
Wakatobi ini diduga masih terkendala beberapa fak&perti kondisi geografis,
keterbatasan sumberdaya manusia, fasilitas pendudam faktor lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian inhdierfokus pada analisis
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Ppaer&eraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 pada Batandn Nasional Wakatobi.
Dengan pertanyaan penelitian, “Bagaimanakah eféksivprosedur dan pelaporan

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Taman Naliakatobi?”.

2. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi atawniverseadalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yeing
cirinya akan diduga [6]. Penentuan populasi idadarkan kepada kenyataan bahwa
aspek pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajek Balki Taman Nasional
Wakatobi.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sampedhapengelola Penerimaan
Negara Bukan Pajak di Balai Taman Nasional Wakatialsi tahun 2012 sampai

dengan tahun 2013. Adapun responden yang dimakelipluti:

1. Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasiomr&idbi.
3. Urusan Pemanfaatan dan Pelayanan Taman Nasional.

4. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional.
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5. Bendahara Penerima PNBP Balai Taman Nasional Whikato

Petugas Pemungut Karcis Masuk Kawasan Taman NdsMakatobi.

Jenisdan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inhialata kuantitatif dan data
kualitatif. Sedangkan sumber yang digunakan iakth grimer dan data sekunder [7].
Data primer, yaitu data yang diperoleh dari objekeditian pihak secara langsung
yaitu Balai Taman Nasional Wakatobi, misalnya hagilvancara, yang memerlukan
pengolahan dan dikembangkan lebih lanjut untuk afujwjuan tertentu sesuai
kebutuhan. Data Sekunder, yaitu data yang bersumderinstansi sebagai objek
penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasnstansi. Data yang berkaitan
dengan penelitian ini adalah struktur instansarsdj instansi, dan laporan Penerimaan

Negara Bukan Pajak di Balai Taman Nasional Wakatobi

M etode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan datagdancara tanya jawab
dengan pihak yang berwenang atau pihak lain yamgubangan dengan objek
yang diteliti.

2. Teknik kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan daagdn cara membaca dan
mempelajari literatur-literatur serta laporan-lagoryang berhubungan dengan

penelitian [8].

Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan metadkeskriptif. Analisis
deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang enmggambarkan dan
mempresentasikan arti dari data-data yang terkurdeofan memberikan perhatian
dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yaedtidifada saat itu, sehingga
memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruingekieadaan sebenarnya.
[9]. Data yang diperoleh dari hasil penelitian @ipangan dikumpulkan,
diklasifikasikan, serta diolah dan dianalisis sghen menghasilkan informasi yang

lengkap bagi pemecahan masalah.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengamatan

Prosedur Dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Balai Taman
Nasional Wakatobi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakarripe@a Negara yang

bersumber dari penerimaan selain pajak yang dKaasildari aktifitas yang

menggunakan fasilitas, dana/anggaran serta sammgpmsarana pemerintah dalam

bentuk apapun (baik uang maupun barang dan selmsgyun) akan menjadi

penerimaan Negara. Penerimaan yang dihasilkara#afitas sebagaimana disebutkan

di atas dalam waktu secepatnya harus disetor keNe@sira untuk dicatat sebagai

penerimaan Negara.Adapun prosedur penerimaan dayetoean PNBP dilakukan

melalui tahapan sebagai berikut :

1.

Atasan langsung Bendahara Penerima menerima doklorgrak/perjanjian dari
unit pengelola PNBP (Pusat Jasa, Pusdiklat, Pusgdrian Arsip), SK Penetapan
TP/TGR.

Bendahara Penerima menerima setoran tunai/tragiafiennit pengelola PNBP;
Bendahara Penerima membuat kwitansi sebagai bak@rpnaan setoran dariunit
pengelola PNBP;

Bendahara penerima dari bukti setor dengan menggganformulir SSBP sesuai
dengan mata anggaran pendapatan (MAP);

Bendahara Penerima menyetor ke kas Negara melahk/Rantor Pos dan Giro;
SSBP yang disetor dan mendapat pengesahan capKBatd/ Pos dan Giro di
input ke dalam buku transaksi harian penerimaagiglearan dan di copy 3
rangkap untuk dilegalisir oleh KPPN;

Bendahara Penerima membuat laporan pertangungjavedaasa Penerimaan PNBP
kepada atasan langsung bendahara penerimaan uetdapat otorisasi;
Mengadministrasikan berkas PNBP dan menyimpan leerdéile berkas dokumen
PNBP.Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan dagi tersebut adalah 1
(satu) hari untuk penyetoran tunai, 1 minggu ursietioran bersifat kotraktual.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahh t2dtang Tata Cara

Penyampaian Rencana dan Realisasi PNBP, Balai Téddaaional Wakatobi wajib

melaporkan mengenai seluruh penerimaan dan penggutena PNBP secara tertulis

dan berkala baik bulanan maupun triwulan kepadakir Jendral Anggaran Cq.

59



Jurnal limiah Akuntansi Manajemen Volume 1 Nomerovember 2018
ISSN (print): 2598 - 0696

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementrimuakgan.Adapun Prosedur
Pelaporan Realisasi Pengunaan Penerimaan Negam@n BRdgak (PNBP) dilakukan
melalui tahapan sebagai berikut :

1. Sestama selaku Kuasa Penguna Anggaran menerimapgunaintaan pelaporan
realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP dari kearerKeuangan dan
mendisposisikan ke Karo Umum;

2. Karo Umum menerima disposisi dan meneruskan ke dab@uangan selaku
atasan langsung Bendahara Penerima;

3. Kabag. Keuangan menerima disposisi dan meneruskaikasubag Verifikasi
selaku atasan Bendahara Penerima untuk ditind@kitan

4. Bendahara Penerima menyiapkan bahan laporan alig@anerimaan dan
penggunaan PNBP dan menyampaikan ke Kabag Keuamndgak dikoreksi;

5. Kabag Keuangan menerima hasil laporan realisaserppaan dan pengunaan
PNBP untuk mendapat otorisasi Sestama;

6. Biro Umum membuat Nota Dinas dan menyampaikan &pogalisasi penerimaan
dan penggunaan PNBP untuk ditandatangai Sestama;

7. Sestama menandatangani Laporan Realisasi Peneridam®enggunaan PNBP
dan menyampaikan ke Direktur PNBP, BPK/BPKP;

8. Bendahara Penerima mengadministrasikan LaporanisBgalPenerimaan dan
Pengunaan PNBP kedalam file sebagai arsip.

Tahun 2016 target Penerimaan Negara Bukan Pajaii Baman Nasional
Wakatobi adalah sebesar Rp111.620.000 dengan oapagalisasi sebesar
Rp80.765.000atau 72,35%. Untuk tahun 2017 tenpediurunan PNBP dari target
sebesar Rp112.750.000hanya mencapai realisasisaseRp.68.227.500 atau 60,51%
atau terjadi penurunan PNBP sebesar 11,84% pada @20l7.(Laporan Keuangan
Balai Taman Nasional Wakatobi tahun 2016-2017).

Prosedur dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukak (PN8P) lingkup Balai
Taman Nasional Wakatobi mengacu pada Peraturan eMeRieuangan Nomor:
3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penaninidegara Bukan Pajak
(PNBP) Oleh Bendahara Penerima. Peraturan PenterReaublik Indonesia Nomor
22 tahun 1997 yang berisi tentang Jenis dan Pemyet®enerimaan Negara Bukan
Pajak Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 tHRify maka ditetapkanlah jenis-

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakla @@alai Taman Nasional
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Wakatobi yaitu, penerimaan dari pungutan masuk rhutdisata, Taman Nasional,
Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam”

Seiring berjalannya peraturan tersebut dan petkegan waktu, maka
dikeluarkanlah peraturan mengenai Penerimaan Ndgakan Pajak yaitu Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 28htahg Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaienan Kehutanan.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Balai Tam&lasional Wakatobi
dilakukan analisis efektifitas. Analisis efektistyaitu perbandingan antara realisasi
belanja dengan anggaran belanja yang digunakak smagukur tingkat penghematan
anggaran yang dilakukan pemerintah. Jumlah Penanniegara Bukan Pajak di
Taman Nasional Wakatobi tiap tahun meningkat sefahun 2013 sudah Rp.
44,287,500 sampai tahun 2017 mencapai Rp. 68,227,50

Untuk melihat tingkat keefektifan implementasi kekan PNBP di Balai Taman
Nasional Wakatobi dapat menggunakan rumus ebag&ubgl0] :

Efektivitas (a) =Realisasi Penerimaari00 %
Potensi Penerimaan

Dapat dihitung persentase perbandingan antara dasaliPenerimaan dan
Potensi PNBP untuk kegiatan yang dilakukan di Ba@nan Nasional Wakatobi pada
tahun 2016 dan tahun 2017 seperti pada tabel theémniku

Efektivitas (2016) =Rp117.173.93580 %
Rp111.620.000
=1, 05%

Efektivitas (2017) =Rp83.351.153R0 %
Rp112.750.000
=0, 74%

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa tingkdéktivitasdari realisasi
penerimaan dan potensi penerimaan PNBP pada tabié @ngkat efektifitasnya
mencapai 1,05% ini menunjukan Penerimaan NegaramB#ajak melampaui target
yang dianggarkan. Sedangkan pada tahun 2017 texeirunan drastis yang tingkat
efektifitasnya hanya 0,74% PNBP tidak dapat taggetg dianggarkan. Berdasarkan

hasil ini dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Ne@arean Pajak di Balai Taman
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Nasional Wakatobi tidak efektif karena tidak ment@narget yang dianggarkan.Hal
ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendd&teararima PNBP Balai Taman
Nasional Wakatobi, beliau menyatakan bahwa:
‘. Penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak dii Baman Nasional Wakatobi
ini diduga masih terkendala beberapa faktor sepentidisi geografis, keterbatasan
sumberdaya manusia, fasilitas pendukung dan féitamya, yaitu
* Pemungutan PNBP terhadap pengunjung belum berdasaaktivitas sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014.
» Masih banyak pengunjung yang masuk melalui PEM[2&ort-resort dan tempat
penginapan lainnya yang tidak dipungut PNBP nya.
» Stok karcis masuk berdasarkan aktivitas pengungemig habis/tidak tersedia”.
(Hasil wawancara penulis, Tanggal 17 September)2018
Hal ini dapat mengindikasikan bahwa efektivitasspaur dan pelaporan realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Taman NakWiakatobitidak sesuai dengan

target yang penerimaan PNBP, karena terjadi peauartingkat efektifitas.

4, KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data, maka kesimpulan yangt dhjarik dari penelitian ini
ialah efektivitas prosedur dan pelaporan reali®esierimaan Negara Bukan Pajak di
Balai Taman Nasional Wakatobitidak sesuai karenadiepenurunan tingkat efektifitas,
Penurunan efektivitas tersebut disebabkan oleh rapaefaktor antara lain, kondisi

geografis, keterbatasan sumberdaya manusia, dasiéndukung dan faktor lainnya.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat dibentuk berdasarkan panelang dilakukan adalah :
untuk meningkatkan efektivitas kinerja anggaramge¢olaaan anggaran perlu dilakukan
desentralisasi yaitu pengelolaan anggaran dengsortréderbasis manajemen yaitu
pengelolaan anggaran berada pada resort-resortngr@asising sehingga efektif
anggaran dapat tepat sasaran terutama menjagatakieles wisata alam. dan
meningkatkan mekanisme moinitoring dan evaluaiaiap pelaksana lapangan setelah
menjalankan kegiatan, meningkatkan Prosedur Peaarnimlegara Bukan Pajak di Balai
Taman Nasional Wakatobi dengan menciptakan kerjasaemgelola Taman Nasional
Nasional Wakatobi dan masyarakat, sehingga dapaipt@nya kelestarian dan

keamanan wisata alam, agar penyetoran dan pelapof@anerimaan Negara Bukan
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Pajak ke Kas Negara tetap berdasarkan hukum yamakbekarena hal ini berkaitan

dengan kepatuhan instansi pemerintah terhadapaggag akan berdampak pula pada

tingkat keefektifan kebijakan Penerimaan NegaraaBuRajak.
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